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PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENT ANG TATA CARA 
PERHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

DENG AN 

PERA TURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 T AHUN 2020 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 

TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, 

PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN 
KEUANGAN PARTAI POLITIK 

MATRIK PERBANDINGAN 



KETERANGAN 

Menimbang: 
a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola 

bantuan keuangan kepada partai poiitik dan mendorong peran 
aktif partai politik untuk ikut serta dalam penanggulangan 
penyebaran Corona Virus Disease 2019 melalui pelaksanaan 
pendidikan politik kepada anggota partai politik dan 
masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara 
penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, 

DEN GAN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA 
MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
PERA TURAN MENTER! DA LAM NEGERI REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 78 T AHUN 2020 TENT ANG 
PERUBAHAN A TAS PERA TURAN MENTER! DALAM 

NEGERI NOMOR 36 T AHUN 2018 TENT ANG TA TA CARA 
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, 
DAN TERTIB ADMINJSTRASI PENGAJUAN, 

PENY ALURAN, DAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN 

KEUANGAN PARTAI POLITIK 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI NOMOR 
78 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERA TURAN MENTER! DALAM NEGERI NOMOR 
36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA 

PERHITUNGANPENGANGGARANDALAM 
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA 

DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI 
PENGAJUAN, PENY AL URAN, DAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABANPENGGUNAAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 
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Menimbang: 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Norn or I Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

PERA TURAN MENTER! DALAM NEGERI 
NOMOR 36 T AHUN 2018 TENT ANG TA TA CARA 

PERHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM 
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA 

DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI 
PENGAJUAN, PENY AL URAN, DAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABANPENGGUNAAN 
BANTU AN KEUANGAN PART AI POLITIK 

MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
PERA TURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR36 TAHUN 2018 TENTANG TATA 
CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, 
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, 

PENY ALURAN, DAN LAPORAN 
PERT ANGGUNGJA WABAN PENGGUNAAN BANTU AN 

KEUANGAN PART AI POLITIK 

1. 

2. 

No. 



Menambah tiga 
dasar hukum, 
yaitu: 
- Pasal 1 7 ayat (3) 

UUD R1 Tahun 
1945 (angka I), 

- Peraturan 
Presiden No. 11 
Tahun 2015 ttg 
Kementerian 

Mengingat: 
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik; 

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun b. 
2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan 
sehingga perlu diganti; 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik; 

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik, perlu disesuaikan dengan proses perencanaan keuangan 
daerah dan dinamika sosial akibat pandemi Corona Virus 
Disease 2019 sehingga perlu diubah; 

serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan 
keuangan partai politik; 

Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
480 I) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang 
undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5189); 

3 
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Dalam Negeri 
(angka 6), dan 

- Permendagri No. 
36 Tahun 2018 ttg 
Tata Cara 
Pengh itungan, 
Penganggaran 
dalam Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Daerah, 
dan Tertib 
Administrasi 
Pengajuan, 
Penyaluran, dan 
La po ran 
Pertanggungjawa 
ban Penggunaan 
Bantu an 
Keuangan Partai 
Politik (angka 7). 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor I 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor I Tahun 20 I 8 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4916); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 
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Peraturan Menteri 

TETAP 

dimaksud yang m1 
7 Pasal I 

Dal am 

BAB I KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : 
PERA TURAN MENTER! DALAM NEGERI TENT ANG 
TAT A CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN 
DALAM ANGGARAN PEND AP AT AN DAN BELANJA 
DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI 
PENGAJUAN, PENY ALURAN, DAN LAPORAN 
PERT ANGGUNGJA W ABAN PENGGUNAAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. 

MEMUTUSKAN: 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630) diubah sebagai berikut: 

Menetapkan : 
PERA TURAN MENTER! DALAM NEGERI TENT ANG 
PERUBAHAN AT AS PERA TURAN MENTER! DALAM 
NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA 
CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM 
ANGGARAN PEND AP AT AN DAN BELANJA DAERAH, 
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, 
PENY ALURAN, DAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. 

MEMUTUSKAN: 

Tahun 2018 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 
630); 
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dengan: 
I. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 
s11k<1rPI<> <>t<><:: rb<::<>r kP<::<>m<><>n kPhPnrhk rbn r:it::i-r.it::i unrnk 
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TETAP 

TETAP 

TETAP 

TETAP 

TETAP 

TETAP 

TETAP 
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memperjuangkan dan membela kepentingan politik 
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
diberikan secara proporsional kepada partai politik yang 
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya 
berdasarkan j umlah perolehan suara. 

3. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan 
pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab 
setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan 
bemegara. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya 
disingkat OPP adalah pengurus partai politik di tingkat 
Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan 
Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan 
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TETAP 
TETAP 
TETAP 
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Pasal 4 

10 Pasal 3 
( 1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat ( 1) bersumber dari APBN. 
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) bersumber dari APBD provinsi. 
(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (3) bersumber dari APBD kabupaten/kota. 

TETAP 

TETAP 

TETAP 

TETAP 
TETAP 

9 Pasal 2 
(I) Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai 

politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR. 
(2) Gubemur memberikan bantuan keuangan kepada partai 

politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi 
di DPRD provinsi. 

(3) Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada 
partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang 
mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota. 

(4) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan 
secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan 
jumlah perolehan suara. 

(5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun. 

TETAP 8 BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN 

TETAP 

TETAP 
yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya 
disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai 
politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil 
keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang 
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. 

10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya 
disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai 
politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan 
berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau 
sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan 
Daerah Partai Politik. 
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TETAP 

TETAP 

TETAP 

TETAP 
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Pasal 5 
( 1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat 

pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (!) sebesar Rpl.000,00 
(seribu rupiah) per suara sah. 

(2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat 
daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar 
Rpl.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. 

(3) Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan 
keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp 1.200,00 
(seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran 
bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya 
sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai 
politik tahun anggaran berjalan. 

( 4) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat 
daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(3) sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara 
sah. 

TETAP 

TETAP 

TETAP 

TETAP (1) Besamya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah 
perolehan suara sah hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota. 

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada has ii 
penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan 
oleh Komisi Pemilihan Umum. 

(3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada hasil 
penghitungan suara sah pemilu DPRD provinsi yang 
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi. 

( 4) Jumlah perolehan suara has ii Pemilu DPRD kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada hasil 
penghitungan suara sah pemilu DPRD kabupaten/kota 
yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum 
kabu paten/kota. 
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Perubahan : pada 
ayat (1) kalimat 
"diberikan setelah 
dilakukan evaluasi 
APBD provinsi." 
dirubah menjadi 
"menjadi dasar 
penganggaran 
Bantuan Keuangan 
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Pasal 8 
(I) Persetujuan Menteri terhadap Kenaikan Bantuan Keuangan 

Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat ( l ), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan 
Partai Politik di tingkat provinsi. 

(2) Persetujuan Gubemur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan 
Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan 
Partai Politik ditingkat kabupaten/kota. 

I. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 
( I )Persetujuan Menteri terhadap kenaikan bantuan keuangan 

partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD provinsi. 

(2)Persetujuan Gubemur terhadap kenaikan bantuan keuangan 
partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD kabupaten/kota. 

TETAP 

TETAP 
Pasal 7 
(I) Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan 

Umum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) untuk kenaikan bantuan keuangan 
partai politik tingkat daerah provinsi. 

(2)Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan 
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
kepada Gubemur untuk kenaikan bantuan keuangan partai 
politik tingkat daerah kabupaten/kota. 

TETAP 

TETAP 
Pasal 6 
(I) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan 
kemampuan keuangan negara. 

(2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat 
dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 
setelah mendapat persetujuan Menteri. 

TETAP (5) Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi 
anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah 
melebihi Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara 
sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai 
politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan 
keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan. 
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Penambahan 
Pasal 9A dengan 
2 avat 

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal IO disisipkan 
1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Persetujuan sebagaimana dimaksud 
Pasal 6 ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian 
kriteria meliputi: 
a. kondisi kemampuan keuangan daerah; dan 
b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran 
sebelumnya. 

Pasal 9 

12. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

dalam Perubahan : 
dengan Penyederhanaan 

dari 2 ayat menjadi 
1 aya~ serta 
menghapus kalimat 
"dan evaluasi yang 
dilakukan secara 
selektif " dan "dan 
tidak menganggu 
pelaksanaan 
program prioritas" 

Pasal 9 
(I) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang 
dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak 
mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. 

{2) Kriteria sebagaimana dimaksud ada ayat {D meliputi: a. 
kondisi kemampuan keuangan daerah; b. nilai per suara 

I bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan c. 
indeks kemahalan. 

Perubahan : 
Penambahan ayat 
(3), (4) dan (5). 

Perubahan : pada 
ayat (2) kalimat 
"diberikan setelah 
dilakukan evaluasi 
APBD 
kabupaten/kota." 
Dirubah menjadi 
"menjadi dasar 
penganggaran 
Bantuan Keuangan 
Partai Politik 
ditingkat 
kabupaten/kota." 

Partai Politik di 
tingkat provinsi." 

(3) Persetujuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
diberikan berdasarkan permohonan dari pemerintah provinsi 
dan pemerintah kabupaten/kota. 

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi 
dasar pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan 
prioritas dan plafon anggaran sementara. 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
disampaikan paling Iambat 2 (dua) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. 
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Pasal 11 
( 1) Gubemur membentuk tim untuk melakukan penilaian 

terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai 
politik. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Badan 
Kesatuan Banzsa dan Politik Provinsi Badan/Dinas/Biro 

TETAP 
TETAP 

TETAP 

TETAP 
Pasal 10 
(I) Menteri membentuk tim untuk melakukan penilaian 

terhadap permohonan kenaikan bantuan keuangan partai 
politik. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur 
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, 
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, lnspektorat Jenderal 
Kernenterian Dalam Negeri, Biro Hukum Sekretariat 
Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Biro Perencanaan 
Sekretariat Jenderal Kernenterian Dalam Negeri dan pejabat 
terkait. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri. 

(4) Biaya penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan 
keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dibebankan pada APBN. 

(2)Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelurnnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan 
nilai per suara sebelum dinaikkan. 

Pasal 9A 
(1 )Kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf a ditentukan setelah terpenuhinya: 
a.belanja urusan wajib dan mengikat; 
b.belanja yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang 

undangan; dan 
c.standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada 

masyarakat. 
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TETAP 

TETAP 
Pasal 14 
(I) Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan 

bantuan keuangan partai politik tingkat pusat kepada 
Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan 
Umum dengan tembusan disampaikan kepada Menteri 
Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan 
Ketua Komisi Pemilihan Umum. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 
atau sebutan lain yang terdaftar di Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

TETAP 
BAB IV 

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN 

TETAP 
Pasal 13 

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) dan ayat (3) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja 
bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan 
kepada partai politik. 

TE TAP 
BAB 111 

PENGANGGARAN DA LAM ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TETAP 
Pasal 12 

Gubernur wajib melaporkan pemberian persetujuan 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada 
Menteri. 

TETAP 
TETAP 

Keuangan Sekretariat Provinsi, Inspektorat Jenderal 
Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Provinsi dan Badan 
Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi serta pejabat 
terkait. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur. 

(4) Biaya penilaian terhadap permohonan kenaikan bantuan 
keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan pada APBD Provinsi. 
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Pasal 15 
(1) Pengurus partai politik tingkat daerah provinsi mengajukan 

surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada 
gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala 
Kantor Wilavah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta 
melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan 
administrasi berupa: 
a.fotokopi Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; 
b.fotokopi susunan kepengurusan partai politik yang telah 

terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia yang dilegalisir oleh pejabat Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

c.fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; 
d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan 

dengan pemyataan pembukaan rekening dari bank yang 
bersangkutan; 

e.surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan 
kursi dan suara hasil pemilihan umum DPR yang 
dilegalisir oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan 
Urn um; 

f.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik 
diprioritaskan untuk pendidikan politik; 

g.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan 
keuangan yang bersumber dari APBN tahun anggaran 
sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan; dan 

h.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan 
bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam 
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan 
bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan 
apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang 
ditandatangani Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan 
Bendahara Umum atau sebutan lainnya, di atas materai 
dengan menzzunakan kop surat partai politik. 
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Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi atau 
sebutan lain. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain. 

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta 
melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan 
administrasi berupa: 
a.surat keputusan OPP Partai Politik yang menetapkan 

susunan kepengurusan DPD Partai Politik tingkat 
Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan 
Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan 
lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran 
Dasar/ Anggaran Ru mah Tangga masingmasing Partai 
Politik; 

b.fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; 
c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan 

kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum 
DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi 
Pemilihan Umum provinsi; 

d.nomor rekening kas um urn partai politik yang dibuktikan 
dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang 
bersangkutan; 

e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai 
politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; 

f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan 
keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun 
anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan; dan 

g.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan 
bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam 
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik 
dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan apabila memberikan keterangan 
yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, 
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Pasal 16 
( 1) Pengurus partai pol itik tingkat daerah kabupaten/kota 

mengajukan surat pennohonan bantuan keuangan partai 
politik kepada bupati/wali kota dengan tembusan 
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum 
kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lain. 

(2) Surat pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain. 

(3) Surat pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta 
melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan 
administrasi berupa: 
a.surat keputusan OPP Partai Politik yang menetapkan 

Susunan Kepengurusan OPC partai politik tingkat 
kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh 
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal OPP Partai Politik 
atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan 
ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga 
masing-rnasing Partai Politik; 

b.fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; 
c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan 

kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum 
OPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris 
Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota; 

d.nomor rekening kas um um partai politik yang dibuktikan 
dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang 
bersangkutan; 

e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai 
politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; 

f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan 
keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota 
tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan; 

dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai 
dengan menzzunakan kop surat partai politik. 
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Pasal 19 
(l)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan 
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan 
Partai Politik tingkat Pusat. 

(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diketuai 
oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. 

BABY 
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI 

Pasal 18 
Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan 
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
Pasal 15 dan Pasal 16 pada tahun anggaran berjalan, bantuan 
keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tidak dapat 
diberikan. 

Pasal 17 
Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di 
tingkat pusat, di tingkat daerah provmsi atau di tingkat 
kabupaten/kota, pengajuan permohonan bantuan keuangan 
partai politik dilakukan oleh: 
a. susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik 

yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM 
untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBN; atau 

b.susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat daerah provinsi 
dan ditingkat daerah kabupaten/kota yang disahkan oleh 
Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar 
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk 
bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. 

g.surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan 
bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam 
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik 
dan bersedia dituntut sesuai peraturan 
perundangundangan apabila memberikan keterangan 
yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, 
dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai 
dengan rnenzzunakan kop surat partai politik. 
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Pasal 21 
( 1 )Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan 
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan 
Partai Politik tingkat daerah Kabupaten/Kota. 

(2)Tim Yerifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diketuai 
Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten/Kota atau sebutan lain. 

Pasal 20 
( 1 )Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 dilakukan o1eh Tim Verifikasi Kelengkapan 
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan 
Partai Politik tingkat daerah Provinsi. 

(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diketuai 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau 
sebutan lain. 

(3)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (]) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Provinsi, Badan/Dinas/Biro 
Keuangan Sekretariat Provinsi, lnspektorat Provinsi, Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 

(4)Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. 

(S)Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi. 

(3)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas Direktorat Jenderal Politik dan 
Pemerintahan Umum, Inspektorat Jenderal Kementerian 
Dalam Negeri, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi 
Pemilihan Umum. 

(4)Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

(S)Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN. 
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BAB VI 
PENY ALURAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 23 
( I )Tim verifikasi tingkat pusat menyampaikan berita acara has ii 

verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan 
keuangan partai politik tingkat pusat kepada Menteri dengan 
melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi 
permohonan bantuan keuangan partai politik. 

(2)Tim verifikasi tingkat provinsi menyampaikan berita acara 
hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan 
bantuan keuangan partai politik tingkat daerah provmsi 
kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan 
persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan 
partai politik. 

(3)Tim verifikasi tingkat daerah kabupaten/kota 
menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan 
administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik 
tingkat daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota 
dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi 
permohonan bantuan keuangan partai politik. 

Pasal 22 
Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan 
bantuan keuangan partai politik tingkat pusat, daerah provinsi 
dan daerah kabupaten/kota dibuat dalam berita acara hasil 
verifikasi kelengkapan administrasi. 

(3)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) terdiri dari unsur Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Sekretariat 
Kabupaten/Kota, Dinas/Bagian Keuangan Kabupaten/Kota, 
Inspektorat Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota. 

( 4 )Pembentukan tim verifikasi sebagaimana d imaksud pad a 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota. 

(5)Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD 
Kabupaten/Kota. 
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Pasal 26 

(2)Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat provinsi 
menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan 
yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(2) kepada Gubemur melalui Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah Provinsi. 

(3)Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah 
kabupaten/kota menyampaikan tanda bukti penenmaan 
bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (3) kepada bupati/wali kota melalui 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. 

(4)Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), ayat (2), dan ayat (3) disertai dengan penandatanganan 
berita acara serah terima bantuan keuangan. 

Pasal 25 
( I )Ketua um um atau sebutan lain partai politik tingkat pusat 

menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan 
yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(I) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 
melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. 

TETAP 

TETAP 

TE TAP (l)Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan 
Umum menyampaikan permintaan penyaluran bantuan 
keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat pusat 
kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan berita acara 
hasil verifikasi kelengkapan administrasi. 

(2)Pejabat pengelola keuangan daerah provinsi atas persetujuan 
gubemur menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas 
umum partai politik tingkat daerah provmsi dengan 
melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan 
administrasi. 

(3)Pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas 
persetujuan bupati/walikota menyalurkan bantuan keuangan 
ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah 
kabupaten/kota dengan melampirkan berita acara basil 
verifikasi kelengkapan administrasi. 
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Pasal 28 
(l)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara; 
b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara; 
dan 

c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun 
karakter bangsa untuk memel ihara persatuan dan kesatuan 
bangsa. 

(2)Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
berkaitan dengan kegiatan: 

TETAP 

TETAP 

TETAP 
Pasal 27 
(I )Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk 

melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik 
dan masyarakat. 

(2)Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), bantuan keuangan 
kepada partai politik juga digunakan untuk operasional 
sekretariat partai politik. 

(3)Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagairnana dimaksud 
pada ayat (I), antara lain berupa: 
a. seminar; 
b. lokakarya; 
c. dialog interaktif; 
d. sarasehan; 
e. workshop; dan 
f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan 

tugas dan fungsi partai politik. 

TETAP BAB VII 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah 
memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 
anzaaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama. 
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Penambahan 
Pasal 28A dengan 

3Ayat 

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28A 
(I) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi 
kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi Corona 
Virus Disease 2019. 

(2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau 
pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan 
pencegahan Corona Virus Disease 2019. 

(3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dapat berupa penyediaan 
perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi Corona 
Virus Disease 2019 kepada anggota Partai Politik dan 
masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, 
tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, 
dan/atau penyemprotan disinfektan. 

4. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 
I (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara/2021 

TETAP 

TETAP 

a.pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

b.pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara 
Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan 

c.pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan 
berkelanjutan. 

(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan 
kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik 
sesuai dengan Pancasila. 

(4)Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. pembayaran honorarium; 
b. pembayaran transport kegiatan; 
c. akomodasi dan konsumsi; dan 
d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan 
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Pada ayat (3) ada: 
- perubahan kata 

"yaitu" 
menjadi 
"berupa" 

- penghapusan 
kata "dan" 
pada huruf d. 

Pada ayat ( 4) ada 
perubahan kata 
"yaitu" menjadi 
"berupa". 

Perubahan: Pada 
ayat (2) 

Penambahan satu 
klausul , yaitu 

huruf 
h.dukungan 

penyediaan obat 
dan perbekalan 
kesehatan 
sekretariat Partai 
Politik. 

Pasal 29 
(I) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), berkaitan dengan: 
a. administrasi umum; 
b. berlangganan daya dan jasa; 
c. pemeliharaan data dan arsip; dan 
d. pemeliharaan peralatan kantor. 

(2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan 
dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) huruf a, berupa: 
a.keperluan alat tulis kantor; 
b.rapat internal sekretariat; 
c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

Partai Politik; 
d.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional 

sekretariat; 
e.pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer, 

atau mesin fotokopi; 
f.sewa kantor; 
g.honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang 

berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan 
h.dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan 

sekretariat Partai Politik. 
(3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan 

dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf b, berupa: 
a. telepon, internet, dan listrik; 
b. air minum sekretariat; 
c. jasa pos dan giro; 
d. surat menyurat; dan/atau 
e. media cetak dan elektronik. 

( 4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Pol itik berkaitan 
dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf c, berupa: 
a. penyimpanan data elektronik; dan/atau 
b. oenvimpanan data manual. 

UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara/2021 

(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan 
dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurufb yaitu: 
a. telepon, internet dan listrik; 
b. air minum sekretariat; 
c. jasa pos dan giro; 
d. surat menyurat; atau 
e. media cetak dan elektronik. 

( 4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan 
dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c yaitu: 
a. penyimpanan data elektronik; dan/atau 
b. oenvirrmanan data manual. 

Pasal 29 
( 1 )Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berkaitan dengan: 
a.administrasi umum; 
b.berlangganan daya dan jasa; 
c. pemeliharaan data dan arsip; dan 
d.pemeliharaan peralatan kantor. 

(2)Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan 
dengan administrasi um urn sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) huruf a antara lain: 
a.keperluan alat tulis kantor; 
b.rapat internal sekretariat; 
c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

partai politik; 
d.transport untuk mendukung kegiatan operasional 

sekretariat; 
e.pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, 

komputer, mesin fotokopi; 
f.sewa kantor; dan 
g.honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang 

berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. 
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TETAP 

TETAP 
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Pasal 31 
(I) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban 

penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari 
dana bantuan APBN atau APBD. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan 

TETAP 

TETAP 
Pasal 30 

( 1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber 
dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal 
dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang 
diterima. 

(2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti 
penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. 

TETAP BAB VIII 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

Penambahan 
Pasal 29A (dengan 

2 Ayat) 

Pasal29A 
( 1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan 

sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (2) buruf h, paling sedikit berupa obat untuk 
pertolongan pertama pada kecelakaan. 

(2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), dapat berupa penyediaan alat 
kesehatan untuk pencegahan Corona Virus Disease 2019 yang 
meliputi masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat 
cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau 
penyemprotan disinfektan. 

6. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 
1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pada ayat ( 6) ada 
perubahan kata 
"yaitu" menjadi 
"berupa". 

(5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan 
dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, berupa: 
a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau 
b.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat. 

(5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan 
dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu: 
a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau 
b.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat. 
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TETAP 

TE TAP 
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Pasal 35 
( 1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana d imaksud 

dalam Pasal 34 disampaikan oleh: 
a.Ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat pusat 

kepada pemerintah melalui Menteri; 
b.Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah 

provinsi kepada Gubernur; dan 
c.Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah 

b1h11nMPnlknt~ k-Pn~rb R11n~ti/W~ Ii K nfa 

Pasal 34 
Partai politik wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan 
yang bersumber dari dana APBN atau APBD secara berkala 
1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, Gubernur dan 
Bupati/Wali Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. 

TETAP 

TETAP 

TE TAP 

Pasal 33 
(I) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati 

batas waktu atau tidak menyerahkan laporan 
pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi 
administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan 
APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai 
laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

(2)Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 32 
Partai politik wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerirnaan dan pengeluaran keuangan 
yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat I 
(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. 

belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi 
belania dana bantuan keuanzan partai politik per kegiatan. 
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TETAP 

TE TAP 

TETAP 

diprioritaskan 
untuk Pendidikan 
Politik) 

(substansi isi pasal 
ttg format dokumen 
kelengkapan 
administrasi 
pertanggungjawaba 
n tetap sama hanya 
ditarnbahkan satu 
lagi yaitu rencana 
penggunaan dana 
Bantuan Keuangan 

sebagaimana Partai Politik 

TETAP 
TETAP 
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a. rencana penggunaan dana Bantuan Keuaogan Partai Politik 
diprioritaskan untuk Pendidikao Politik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f, Pasal 15 ayat (3) huruf e, dan 
Pasal 16 ayat (3) huruf e; 

b. surat pemyataao ketua umum Partai Politik atau sebutan Jainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf h, Pasal 
15 ayat (3) huruf g, dan Pasal 16 ayat (3) huruf g; 

c. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; 

d. berita acara serah terima Bantuan Keuangan 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4); dan 

e. rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja Bantuan Keuangan 
Partai Politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan 
keuangan Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang 
rnerupakan bazian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

7. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Perubahan: 
Menyeluruh dari 

Pasal 3 7 dari Pasal 3 7 
Format mengenai: 
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Pasal 38 
(I) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan 

kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan 
diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu periode berikutnya. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik 
yang memperoleh kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 37 
Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi 
kelengkapan administrasi, berita acara serah terima bantuan 
keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan 
pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (3) huruf h, Pasal 15 ayat (3) huruf g, dan Pasal 16 
ayat (3) huruf g, Pasal 22, Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 31 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 36 
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 terbuka untuk diketahui masvarakat. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuanzan. 
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Penambahan: 
Pasal 39A 

9. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 
1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A 

Penambahan : 
BAB IXA 

KETENTUAN 
PERALIBAN BABIXA 

KETENTUAN PERALIHAN 

8. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni 
BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

TE TAP 

TE TAP 

TETAP 
Pasal 39 
(] )Penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang 

mendapat kursi di DPRD provmsi atau DPRD 
kabupaten/kota bagi daerah otonom baru, dihitung 
berdasarkan jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan 
nilai setiap suara di daerah otonom baru. 

(2)Nilai setiap suara di daerah otonom baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) besarnya dihitung sama dengan nilai 
bantuan setiap suara daerah provinsi atau daerah 
kabupaten/kota induk. 

(3)Penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, 
penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan 
keuangan partai politik berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap penganggaran dalam APBD, pengajuan, 
penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban 
bantuan keuangan partai politik di daerah otonom baru. 

TETAP 

TETAP 
kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan 
penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik. 

(3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara 
proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan 
berakhirnya masa keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu periode sebelumnya 
dalam I (satu) tahun anggaran periode berikutnya. 

(4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (]) dihitung secara 
proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPR, 
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 
periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun 
anzzaran periode berkenaan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

TETAP 
mulai berlaku pada tanggal m1 Peraturan Menteri 

diundangkan. 

Pasal 41 

TETAP Pasal 40 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Norn or 198), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

TETAP BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 39A 
Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik sebagai upaya pencegahan Corona Virus Disease 
2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A berlaku sampai 
berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam 
Corona Virus Disease 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh 
pemerintah pusat, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Ditetapkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta 
pada tanazal 2 Mei 2018 pada tanzzal 30 Desember 2020 
MENTERI DALAM NEGERI MENTERJ DALAM NEGERI 
REPUBLJK rNDONESIA, REPUBLlK INDONESIA, 

Ttd ttd 

TJAHJO KUMOLO MUHAMMAD TITO KARNA VIAN 
Diundangkan di Jakarta Diundangkan di Jakarta 
pada tanzzal 11 Mei 2018. pada tanzzal 30 Desember 2020 
DIREKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLlK rNDONESIA, REPUBLlK INDONESIA, 

Ttd ttd 

WIDODO EKA TJAHJANA WIDODO EKA TJAHJANA 
BERIT A NEGARA REPUBLlK INDONESIA T AHUN 2018 BERIT A NEGARA REPUBLlK INDONESIA T AHUN 2020 
NOMOR630. NOMOR 1777 
Salinan sesuai dengan aslinya Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Hukum, 

ttd ttd 

Dr. Widodo Sigit Pudjianto,SH, MH R. Gani Muhamad, SH, MAP 
Pembina Utama Madya (IV /d) Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19590203 198903 1 001 NIP. 19690818 199603 1001 
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Penambahan 
dalam Lampiran 
Permendagri 
No.78 Tahon 2020 
yaitu: ada 
penambahan satu 
format berupa "A. 
Format Rencana 
Penggunaan Dana 
Bantuan 
Keuangan partai 
Politik" 

UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara/2021 

FORMAT REN CANA PENGGUNAAN DANA BANTU AN 
KEUANGAN PARTAI POLITIK, SURAT PERNYATAAN, 
BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAP AN 
ADMINISTRASI, BERIT A ACARA SERAH TERIMA 
BANTUAN KEUANGAN, DAN REKAPITULASI REALISASI 
PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI 
POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN 

LAMP IRAN 
PERA TURAN MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TA.HUN 
2020 TENT ANG PERUBAHAN AT AS 

PERA TURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 36 TA.HUN 2018 TENTANG TATA 

CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN 
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH, DAN TERTIB 
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENY ALURAN, 

DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. 

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA 
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA 
ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN 
LA PO RAN PERT ANGGUNGJA W ABAN BANTU AN 
KEUANGAN PARTAI POLITIK 

LAMP IRAN 
PERA TURAN MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TA.HUN 2018 
TENT ANG TATA CARA PENGHITUNGAN, 
PENGANGGARANDALAM ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB 
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENY ALURAN, 
DAN LAPORAN PERT ANGGUNGJA WABAN 

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI 
POLITIK. 

LAMPIRAN LAMP IRAN 
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............. } ( . ..... } 

JU M LAH 

BENOAHARA UMUM / BENOAHARA, 
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j .. 

Mengctahui: 
KETUA UMUM i KETIJA, 

B OPERASIONAL 

SEKRETARIAT 

scsuaj dengan 
tuga .. '\ dim 
fimgsi partai 

politik ~rta 

PENOELUAR.AN KE01\TAN KEOIATAN PENGGUNAAN 

(Rp) 

POLIT!K 

JENIS RENCANA KETER.ANGAN VOLUME JENTS NO 

A PENOIDTKAN 

Rp. 

VOLUME JENTS RENC.a\NA KETER:\NG,\N 

peratnran 
pcrundang· 
undn.ngan yang 
mengatur 

mengcnai 

pcndidikan 

politik. 

c 

P&NGELUARAN KECIATAN KEGL<TAN PENGGUNAAN 

(Rp} 

JENTS NO 

. sebagai bcrikut 

Rencnna penggtuuum dnna bnutuan keuangan partai politik perkegtatau 

Tahun Anggnmn ... 
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RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PAR'TAI POLITIK 

PERKEGIATAN 

TAHUN ANGGAR. "l . 

A. FOHMAT RE.NCANA PENGG\JNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAl 

POUTIK 



Perubahan pada 
judul menjadi 
"Format Surat 

Pernyataan Ketua 
Umum Partai 
Politik Atau 

Sebutan Lainnya" 
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, , 
Mt:ngt"tuhui . 

t,,.'"ETUA UMlJM/KETtlA 

....... ) 

KE'!UA l!MUM/KE'!UA 

Mcngetahui. 

................ ) . , 1 ....•.•.•... 

, } ............................... , 

BENDA HARA SEKRETARIS JENDERAL/ 
SEKRET:\RIS 

DPP/DPD/DPC 
PARTAI. 

Oernikian aurat pcmyatoan ini komi bum untuk dipcrgunakan 

eebagatmcnn mesunye. 

Yang bcrtandt1 tangnn di bt11A.-u.h l'nl, 

l. Nama : 

Jo.baum : ketue t1murniketua 

Alamat 

2. Nam11. 

Jabaum : sekretarts jendcrlll/st'krecuris 

Alarnnt : 

3. Nama 

Jabatan : benduharn 

Ala.mat : 

Oengan ini menyntakon bo.hwa: 

I. Kami beri.u.nggungjnwab secara formil clan mnterttl dalam 

penggunaan A.nggaran bantuan keuangan parta! politik. 

2. Kami bersedia dituntut seswu dengun ketentunn pcroturun 

perundang-undangan apabtla membertkan keternngan yang tjdak 

bcnar terhedap kelengkapan adrninisLrasi b.untuan demo pu.rtai politlk 

Tnhun Angguron •... yung kami sarnpatkan. 

SUR~T PERNYATAAN 

8. FORMAT SURAT PERNYAT.4.AN KETUA UMUM PARTAI POUTIK ATAU 

SE.BtrrAN LAINN\'A 

BEND!IHARA SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS 

PARTAI ... 

DPP/DPD/DPC 

Demikian surat pemyatann ini kami bu.at untuk dipergunakan scbagaimanu 
mestinya. 

Alamat 

Dengan ini menyatnkan bahwn : 

I. Kami ht'rtanggungjawab secara fonnil don materiil dalam penggumum 

nnggaran l>nntunn kcuangan partal politlk. 

2. Kumi bencdiu dituntut sesuai pcruturun perundeng-undengun upubiln 

membertkan keterengan yang tictak benM tcrhn.dap kelengkapnn 

ndministrasi bantunn dana pa.rto.i politik Tnhun Anggnmn .... yang kn.mi 
.sumpa.ikan. 

Jnbtttan : Ketua UmumiKetua 

Alamftt 

2. Nnmu 

Jnbotan : Sekretarie Jc11der:.d/Sekrct.1.ris 

Alo.mat 

3.Nama 

Jubotan : Ben<luhuru 

Vang bertanda rn.ngan di baweb ini, 

J. Nnma 

I. FORMt\T SURAT PERNYATAAN BANTVAN KEUA.~GAN PART.Al POunK 

SURAT PF.RNYATAAN 
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TETAP 
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7. 

6. 

5. 

4 ..... 

.................. Anggotn 

............ Anggotu 
.... An~ta 

Anggota 
.. Angguta 

3. 

.J 

( .......... 
( .. 
( ... 

Anggota 

Angj,'Ota 

Anggota 

. Anggota 

Anggotn 

........................ Sekrerurie 2 .... 

.......... ) 

...... , 
.......... ) 

..... , 
.. ....... ) 

Ketua 

. . ..... Sekretarts 

1. ..... 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

TIM VE:RIFIKASI KELE:NGK,PAN ADMINJSTRASI BM'TUAN KEUANGAN 

KE PAD A PART Al POUTIK 

Neg:cri/Gulxmur/Bupati/Wnlikoln Nomor ....•. Tahun tanggnl , 

tclah melnksanaknn vertflknai persyeratan adminlstrttsi bantunn kcuangan 
Parta.i Politik tahun ... yo.ng diajnkan oleh DPPiDPD/DPC 

Berdaearknn hastl V~riliknsi Kelengkapnn Administmsl Banman 

Keunngeu kepada Panai Polltik, Tlen menyatakan bahwa Pertal tclah 

rnemenuhi persyamtan untuk mendapatknn bantuan keuangan dari 

Pemcrintah/pcmcrintah daerab ..... yang dldasarkan padn basil perolehan 

suaro pada Pnrtni Politlk yang mcndapatkan kursl di DPR/DPRD Provinsl/ 
DPRD Kabupeten/Kcra padn Pemilihan Urnum Tahun sebauyak 

.......... suar.1. sah X Rp -Rp . 

Dcmikian Bertta Acara HasU Vcriftkasi Kelengkapan AdminJstmsi 

Banruan Keunngnn kcpnda Partal ..... ini, dibun.1 untuk dapat dipcr·guna.kan 

eebegalmena mestinyn. 

Mentcri Keputusnn 

..., 
.. ......... , 

.. .. , .., 
.. , 
.......... , 

.. J 

(. 

(. 

1- 
(. 

(. 

... Ketua 1. . 

TIM VERIFTKASJ KELENGK~PAN ADMINISTRASI BA~'TUAN KEUANGAN 

KEPADA P.,RTAI POLIT!K 

. ..... tclah mdaluunaktm vnifikas.i pcrayamtan administrosi bantuan 

keu.angan Partai Politik tahun ... yang diajuk.11.n okh OPP/OPD/DPC. 
Berdasarkuu hasil Vtririkasi Kelengkupan Admtnleuusi Banruen 

Ktunngan kepade Pnrtai Politik. Tim menyatakan behwa Partai 

tdah memenohi perayamtan untuk mendaparkan bentuan keuangnn rlrui 

Pt"merintoh/pcmeriutah deerah ..... yung didosarkun puCU\ hnsil pcrolehun 

euarn pada Pannt Politik yang mer.dapatkan kttNII di OPR/OPRD PrO\insi/ 

DPRD Kabupaten/Kcta pada Pemilihan Umu.m Tahun sebanyak 

............ &uara sah X Rp •Rp . 

Demikien Serita . Acara Hasil Vcritlkasl Kelengkepan Ad:r:inistrasi 

Bantu.an Kctumgan kepada P.JJ'VU •.••• ini, dibual untuk rlapat dipc-rgunakan 

S<ba.gainwna mesttnyu. 

Ncgt.ri/Gub(-rnu:-/BupatiiWalikota Nomor Tahun 
yang Dnlam berdasarkan dlben.tuk yang 

Vcrifik.ui Kclengkapan Admln.istm.<ti Bantuan Kr.mmgan kepedn Partai Politik 

Menlt:ri Keputusan berdasarkan dih<-ntuk 

Vtrifika,f Kclcngkapan :\dminiatrUi Bantuan Kcuangan kcpoda Part.al Politik 

........ , Tim Pnda hert ini tanggal .. . . bu Ian Tnhun 

BERITA ACAR, HASIL VERIFIK.ASI 

KELENGK."PAN ADMINJSTRASI BANT\JAN KEUANGAN KEPAOA PARTAI 

C. BERITA ACARA HASIL Vl::RtFIKASI KEl~ENCKA.PAN ADMTNISTRAST 

........ tanggul bulAn Tahun 1im P11da hari lni 

BERITA ACARA HASIL VERIFTKASI 

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PAh'TAJ ....... 

II. BERITA AC'ARA IIASIL VERIFTKASJ KELENGKAPAN ADMINISTRASJ 
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. ) ( .. 

BENDA.HARA UMUM 

....... , , . ........ l ( ..... 

KETUA UMUM 

..... , ( .. 

BENDAHARA UMUM 

MENTER! OALAM NEG ERi. OPP P:\RTAI ... 

( ) .••.• 1 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

sclanjutnyn disebut Pihak KC'dua. 
Dcngan lni menymaJcan bahwa Pihak Pertarna menycrahknn Btmtuan 

xeuangan Par1ai Politik Tahun ... kepada DPP ~u1t,i ... eejumlah R1, .... ( ... ) 

dl\n Pih.n.k Kedun mencrima Bantuan Keuaugen tersebut dari Kuasa 

Benduhara Umum Neg.a.ra, KPPN ... melolu1 Rekening Bank OPP Pa.ruJ .... 

lkriru Acarn Serah Terinm ini dinyatn.k.an sah actcL"'\h copy Surat 

Pcrintnh Mernbay11r (SPM) Giro llankfSurat Perinu~h Pencalmn Dana (SJ>:!D) 
darl KPPN ... diterima oleh DPP Purt:U PolHik yimg br.ra.-..ngkman. 

PIHAK PERTAMA 
MENTER! DALAM NE:GERl, 

PLHAK KEDUA 
OPP PARTAJ .•. 
KI,."l'UA UMUM 

I. Mentert Dala.m Ncgcri atnu pejabat yn.ng d.irunjuk n.ras nama Pcmerintah 
sclanjutnya discbut Pihak Pertama. 

2. Kehm Umum dan Bendahura Urnum Partai ... a.ta.u sebutan lainnya 
selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

Dengan lni menyarakan bahwa Pihak Pertama me.nyera.hka.n Bantuan 
Keuangan Partni Politik Tnhun ... kcpada OPP Part.ru ... sejumlah Rp .... ( ... ) 
dan Pihak Keduu menenma Buntuun Kcuangun tersebut dart Kuusa 
Beudahara Umum Negara, KPPN ... melalu! Rckcning Bank OPP Partai .... 

Serita AC'ara Sernh Tcrima ini dinyatn.kan sa.h setelah ropy Surat 
Pcrintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Pcrintah Pe:ncairan Dana (SP'lD) 

dari KPPN ... d.ilcrirna oleh OPP ?artui Polirik yang bersangkutan. 

ini: 

Pad.a Harl ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda fangan dibawah 

NOMOR: 

BE:RrfA ACARA SER~II TERIMA BANTUAN KEUANOAN PARTAL POLLTLK 

eteu sebutan lainnya 2. Ketua Umum dn.n Bcndoho.rt11 Umwn Puruti 

1. Mcntcri Onlrun Ncgeri atau pejnbsu ynn.g ditunjuk etas nnmn Pemc-rhllllh 
sdanjutnyn dl.Mbut l"'ihak Pertama. 

Padn liari ini ... Tanggnl ... Bulan ... T:ihun .. yang butanda tang.an dibawah 
ini: 

BERfrA ACAR." SERAH TERJMA llANnJ .. \N KEUANOAN P."RTAI POU'nK 
NOMOR: . 

Ill. DERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN OPP PARTAI D. BERrfA A(:~RA SERAH n;RIMA BANTUAN KEUANGAN DPP PARTAI 
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. ...• J ( ... 

BENDAHARJ\ 

................ J ........ ) ( .... 

..... J ( .... 

BENDA HAR.\ 

............ ) 

PIHAK PERTAMJ\ 

OUBERNUR ... 

PIHAK KEDUA 

DPD/OPW PART,\J .. 

KETUA 

ini: 

I. Gubcnmr ... ut.au pcjabat yang ditunjuk mns uama Pcmcrintuh Provin~i . 

selanjutnya dlsebur Pihnk Pcrtama. 

2. Ketua den Bendahnrn. DPO/DP\Y Partai .. Provinsi .. atau sebutan la.innyn 

:«:lanjuiuya dtsebut Pihak Kl!'dua. 

Dengan ini menyntnk.n.n bahwn Pihn.k Pertruna menyemhkan Bnntuan 
Keuangan Partai Politik Tahun ... kepacla OPD/Df'W Purter ... Provtnei ... 

sejumleh Rp .... j ... ) dnn Pihak Kcduu menerima &ntuan Keunngun tcrsebut 

dan Kuasa Bendaharo Umum Negara. KPPN ... melalul Rckcning Bank 

OPO/OP\V Partai ... Provrnet ... 

Bcrita Acara Scrah Te.rima ini dlnynrakac sah setelah copy Sumt 

Pcrinrah Mcmhayar (SPM) Giro 83nk/Surat Pcrintah Pencairnn Dona !SP2D) 

duri BUD melului rekening kus urmun dueruh ditcrhna oleb DPD/OP\\.' Partui 

Politik yang bersnngkutan. 

Pudu Hurl ini ... Tnnggal ... Bulun ... Tuhun ... yung bertanda tangan dibuwuh 

BRRITA ACARA SER.AH TRRIMA BANTUAN KEUANCAN PARTAI. ro1..rn..:. 
NO MOR: 

........ J ( ... 

TETAP E. BERITA AC.'\RA sgRAH TERIMA 8Af\.'TUAN KEUANCAN DPD/DPW 

PARTAI TINGKAT PROVINSI 

f>tHAK PERTAMA 

GUBERNUR .. 

PIHt\K KE.DU,\ 

OPO/OPW PART,\! .. 

KETVA 

i.oi: 

l. Oubernur ... atau pejnbm ynitg dilnnjuk etae nama Ptn1<-rin111h ?ruvinsi ... 

aelu.nj-Jtnya discbut PiMk Pertume. 

2. Kctua dan Bendaham OPDjOP'W Pnrta! ... Pmvinsi .. atau sebutan la.inn~,, 

~jutnya di.'\Cbut Pihnk Kedua. 

Dcngan Jni mcnynloi<an b.."l.h\\'ll PHwk Pertema menycmhk..·m 8.'Ultuan 

Keua.ngan Pnrtnl Po!itik 1'ahun .. kie-pudn Dl'D/DPW Punat ... Provtnst ... 

scjumlah Rp .... ( ... J dnn Pirulk Kedue mencrime Bnntuan K.cuang.'\O rersebut 

darl Kunsu Bcndahnm Umum Ncguru, KPPN melnlul Rekcning B:mk 

DPD/Drw Partai ... Provim1\ .. 

Berita 1\cara Sernh Terima ini dinyatakan sah secelah C'OJJY Surat 

Perintah Membaynr jSPMJ Giro Bank/Sunn PC"rintah Pcncairun Dana !SP20) 

dart BUD mefa.lui rckcning kas umum daemh rtnertma nleh DPD/OPV,I Partal 

J>olitik }'tUlg bersungkuran. 

Pnda Harl inl ... Tunggal ... Bulun ... Tahun ... ),img b«utndu 111ngan dibowah 

BE:RITA :\CARA SE.RAH TERJM • .\ BANllJAN KEUANCAN PARTAI POUTIK 

NOMOR: 

iv. BERITA ACARA SER.Ar.H TERIMA BAN'T\JAN KF.UANGAN OPO/DPW PARTAI 

TLNGKAT PROVINS! 
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Perubahan pada 
judul menjadi 
"Rekapitulasi 

Realisasi 
Penerimaan, 

Belanja Bantuan 
Keuangan Partai 

Politik, Dan 
Rincian Realisasi 

Belanja Dana 
Bantuan 

Keuanzan Partai 
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LAPORAN PERT ANGGUNGJA W ABAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITlK . 

TAHUN ANGGARAN . 

VI. LAPORAN PERTANGGUNGJA W ABAN 
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

..................... l 

I3£NDAHARA 

REKAPITULASI REALISASI PENERJMAAN DAN 
BELANJA BANTUAN 

KEUANGAN PART AI POLITIK PERKEGIATAN 
T AHUN ANGGARAN . 

G. REKAPITULASJ REALISASl PENERIMAAN, BELANJA 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITrK, DAN 
RlNCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTU AN 
KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN 

...... J 

OENDAHARA 

.................................. ) ...... ) 

.. .. ) ( .. ... ) ( .. 

P1HAK PERTAMA 
BUPATI/WAU KOT.A .. 

PIHAK KEOUA 
DPD/OPW PARTAI .•. 

KETIJ',\ 

t<'rst:b\ll dmi Ku&Sn F.knd'1lu,ni umurn Negara. KPPN . mclo.lui Rf=k('nfu.g 
Dank DPl)/DPC P11.11Hi ... Kt1huptuen/Ko111 ... 

Bcrlta Acam Sr.nib Terima ini dinyn1akan sah sctelah ropy Sumi 
Pi=-rimah Membayar (SPMJ Giro Bnnk/SUrnt Pcrintah Pcncalmn Dana (SP'.201 
dart BUD ,nclalui rekcniog ka.s umum dite1;mu cteh DPD/DPC Pnrtai Politik 
yang l,er,.angkutan. 

TETAP 

PIHAK PERTAMA 
8\JPATI/WAI.I KOTA ... 

PIHAK KEOUA 
OrD/OPW PARTAI 

KETUA 

I. Buputi/Wali Kl>t.il: ... olll\l ptjabnt y•ng ditunjuk 3t:u, nruna ~mcrlntah 
K.Mtmpmt:n/Koin ... M"lu1jutnya disebul Pih1tk i~rt.o.nm. 

2. K<"tU3 dan lkndaharn DPD/OPC Pnrtni .•. Kabupat('"n/Ko:o ... atau eebuten 
lninnya S<'"lttnjutnyo disebut Pthak Kt'dua. 

lkn_g.1.1\ ini menyatakan bahwa l'>ihak Pc-rtama mcny('rahk:m Bantuun 
KM.1t11lklln Parta! Pulitik Tahun ... }((•p;uia 01'>0/DPC Ptirtui ... Kabuputen/Kota. 
... H<"jumlnh Rp .... ( ... ) chm Pihak kedue m('nerllnn 80.nhuu1 Kem1.n.gnn tersetuu 
dari K\uu~•• Beodnbnrn Umum Negara, KPPS ... me-lnlu! R('k.ening Bank 
DPD/DPC Port31 ... Knbupaten/Kota ... 

Bcrtta Ac:;u;1 Scmh Tctima ini ,Unyat..'l.ki\n S(lh M-telah cn,,y Sura1 
f-'leri11111h Membay,u· tSPMJ Giro tJ.'1.nk/Sarat Pcrintnh ~n<"'~'l.inUl Diln& (SP:ll)J 
d.ui BUD mdalui rekentng kl•• unmm di1erima oleh DPD/DPC Partat Politik 
yang txrmmg.kuwn. 

P3cL\ Hnri !ni .. Ta.ngg3J ... Bulan ... Tnhun .. y::ing bertanda ta.ng:1n dtbawnh 
ini: 

BERn'A ACARA SERAH TERJMA B.a..l'fn.JAN KfWANGAN PAITTAI POUTJK 
NOMCJR: 

F. F.UU(frA ACARA st,:RAH TERIMA BAN'TU.A.N Kf.:UANGAN DPl)/DPC PA.RTAJ 
'nN(lKAT KAHUPATEN/KOTA 

I ... ) dan Pihak Kcrlu:; mcnertma Bantuan Kcuangan scjuinlnh Rp. 

P,uia Hari ini .. Tanggal ... Bulan .. Tahun .. yang ~,wmta uing,m clib.t~,1.h 
ini: 
1. 8UJ>ll11/Wttli Koltl ... etou pejebet ytmg dituujuk tttB:t urune Pemerlnmh 

Kabupatcn/Kota ... sdanjulnya dlscbut Plhok Peruenc. 
2. k('tua dan Bendaham DPO/DPC:: l~riui ... KahupattmjKota ... atau sebutan 

la.innyu S<-lnnjutuya disehur Pihak Kedue. 
D<-ngnn ini m('nyuwkm1 hahwa Pihak Pt·:rt3nut men~rahkan Bantuan 

Keunngan Partai Poli~lk Tohun ... kepede DPD/DPC Pa.ruti ... Ko.bupaten/Kota 

NOMOR:. 

Bt·:RITA ACARA SERAH TE.RIM:\ BANTUAN KEUANGA.N PARTAI PC>IInK 

V. DERITA ACARA SERAH TERIMA DA!\'TUAN KEUANGAN DPD/DPC P1o\RTAJ 

TINGKAT KABUPATEN/KOTA 
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Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Politik Per 
bantuan keuangan partai politik sebesar Rp ...................... , partai politik perkegiatan sebesar Rp ...................... , yang telah Kegiatan" 
yang tel ah diperiksa Bad an Pemeriksa Keuangan pad a diperiksa Bad an Pemeriksa Keuangan pad a tanggal. .. bulan ... 
tanzzal. .. bulan ... tahun ... sebagai berikut: tahun ... sebagai berikut: 

NO JENIS PENGELUARA.• JENIS VOLUME REAIJSASI KETERANGA.~ NO Jt,:NIS Jt,:NIS \IOWME REALISASI KE:."Tfo:RANGAN 
J>E?,;GELUARAN KEGIATAN KEOIA1'AN (Rp) KEGIATAN KEGUTAN [Rpl 

I 2 :I • 5 6 
I 2 3 4 5 6 

" PENDIDIK.AN POUTIK 
A PENDIDIKAN l'OUTIK M:SWll d('ngl'r. nll!M 

:1tsuai dengan tugus clan dan fungsi partai 

fu~ panni politik serta palitik ...... 
peranmm pe.rundang· pernturan 

undangan yang mengarur pcn1mlnug·undtJ.n.gnn 

mengenal pendldikan 
yang meogetur 
mcngen•i pcndidikun 

politik. polittk. 

B OPERASIONAL 

B OPER-ISJONAL SEKRETARIAT 

SEKRETARJ.,T I. Admini.-.tr.Uii 

I. Administram Umum Umurn 

a. kep<rluan ATK: 
a. kc'ptrluan ATIC; 
b. rapet lntc,ma.1 

b.mpoc intcma.l sc.kf'('!arfat: 

sekretarat; c. ~rjnlluum dinas 
c. perjolanM diM., daia.m 1'3.ngk• 

cWa.m mngka pdaksan1um 

peiaksanaan rugas Cl!.gM dan rung.al 

dan fung~i pawii 
pa.rtal polftlk: 

d. lrL"'l!ipot1 dab.on 
politik; rangka 

d. transport clalnm mendukung 

rangku mend1Lkung kegi.'\t:.ln 

kcgia un OpcruJionnl opera.~ional 
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huruf h "dukungan 
operasional 
sekretariat partai 
politik lainnya 
sesuai dengan tugas 
dan fungsi 
kesekretariatan 
partai politik" 

Penambahan 
klausul pad a 
kolom operasional 
sekretariat yaitu 
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dan a. tr.lcpon 

2. l.AU~l.n.n Dayo. 
dunJu...a 

Politik Wru1ya 

i..e:,."\lai dengan 
lUgtlS dan fnngsi 

kesekretanatan 

pa~.al poliuk. 

a<'lmin!~T:-a.sl 

sekremrtat parta 

pcUtik yat\l 

be:rkompeten d 

bkt.i.ng 

pengt":loln .• 'U\ 

ket.1.a.ngan: den 
11. dukung-,lll 

1',pcrnMOfl::al 

$r.kn:1onat Partnl 

g:. honor 

sekretariat; 

e. pc.ng,;idaan 

hwentar~ berupo 

pr::rnlatan kantor. 

IUllUIU lain 

bcrupn: 

fumleure. 

kcmputer. mes in 
fntol«>pi: 

scwu k&ntor, 

JENIS VOLUME REALISASI KJITERANGAN 

KEG!ATAN KEG!ATAN {Rp) 

JENIS 

PENOELUARAN 

NO 

"· Pl..'11,clihan.:u, •~r:aJ.1,1;,.n 
K::.in1or 

a. l'lell:,1.:np."1.0.11.n Dona 
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Rf"..AtJS.\SI 

{Rpj 

'VOI.UMF.. 
Kf.GJATAN 

JF.NIS 

KEGIATAN 

b. Pt-nyimpanan Da.1• 

M,1uual 

Anip 

a. f'c-ny1mpruu.n Dnta 
Elck11•mik: 

;\ 1¥.in~b!Vl.ranu Data dnn 

2. 1Aint,;g::1~1n D.\:,;uhin 
Jas;1 

u. u·kpou dan liunk; 

h. rur mtnum 91'.kn:lari.:t.1; 
r..ju.1pa,:,1doU1g:ito: 

d. •u1-:t1 menyura1; etau 
e mcdh• ocfak d:m 

tldcm:,mk. 

Kkr'C'UU'ii\L; 

e. pcnp,daean il"I\OC1lla.rill 

ben.lpo pc111la1an 
k,.1,.n1~-. antani luin 

l>o:rupn : fumin1tt. 

komputer, n\CSin 
roll)kopi: 

r. !k!'\\'M k&rnor. •1au 

g. honOf"ltn..agtt 

nrlminir.1.r..11:d 

lk'krrtmiatpnrtni 

politikynng 
berkompetcn d\ 
Wd.u1~ pmgciowu1 
k~wm. 



------- 
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R Cani Muh!lmnd s11 MAP 
Pembina Utanu1 Muda (IV /c.J 
NIP. l9690818 199603 I 001 

ltd 

Salinan scattai deugan a•linya 
Kcpala Biro Hukum. 

MENn:RI DAI.AM NE.GERI 

REPUBLIK INOONESlA, 

ttd 

MUHAMMAD 11TO KARNAVIAN 

•.•• J ) ) 

pr. Wi(tadn Slajt rw1ij11nto SH Mii 
Pcrubtna L.:1.i.in.a Mady•• jJV /di 

~1P. i9~ l9S903 I 001. 

BENOAHARA UMUM / BENDA.HARA. 
rtd Mengctahui: 

KETUA UMUM / KETUA. 

SA LOO c Rp .. S.llir.ar. 5e,suai ctni::an ;ulin'fll 
K~p.,La Biro Hukum, 

MENTER! DAI.AM NF.GERI 

REPUBUK INOONESIA. 
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-1. Pemc.liharaan 

Pera.Iatan Kantoc 

a. ~nyimpnnnn 
Data E.lektronlk: 
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b. Pcnyimpan.'l.n 
Dam Mnnuul. 

, ) 
, ) 

Daui Eldc.tronik: 

don 
b. Pcnyimpannn 

Data Mruiu~L 

a. ""°nyimpmu111 

BENOAHARA UMUM j BENOAHAR~. KETUA UMUM / ,ETUA. 
3. Pctnelitu1man data 

danarsip 

M<"ngetahui: 

Rp. SAL DO c 

~kretariat; 
c. j.u.3 pm, dan gko: 
d. aurat menyurat: 

atnu 
c. modi.a cctak dan 

clektronlk. 

rnl.num 
£.lt:kl:onik: 

b. J\-n)impa.oan Data 

Manual. 

li:ttrik; 
b.air 

iRp) KEGfATAN KF..GlATAN KEGIATAN KEGIATAN (Ri>I 

.JENIS 

Pl-::NGEJ..UARAN 
NO ,JENIS VOLUME REAlJSASI Kf..'TERA.NGAN ·--- --·--·-·---·-------- --- - NO JENIS PENCELUARAN JENIS VOLUME REAUSASI KETERANGAN 
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